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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Di Indonesia peranan Perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia 

usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga 

keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang 

dihimpunnya dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit 

Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang 

paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari 

pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang 

lingkup dari kredit sebagai kegiatan Perbankan, tidaklah semata-mata 

berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah 

kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur nasabah yang 

cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kreditur, alokasi 

dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, 

dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta 

penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan 

unsur-unsur yang meliputi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan 

penangannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan 

ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada 

sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. 
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Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi 

debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada 

tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun 

kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan 

apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan 

kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu 

penambahan dan peningkatan pajak. 

Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara 

optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan 

dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai 

pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank 

dalam hal ini bank milik Negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak 

swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk 

membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai 

pelaku bisnis. 

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku 

lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana 

pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari 

pemerintah. Untuk eksistensi Lembaga Keuangan dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip 

kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan 
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Dasar-Dasar Pemberian Kredit. Prinsip (The five C’s of Credit Analysis) 

merupakan dasar pemberian kredit, yaitu:  

Caracter (watak)  
Sasaran penilian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan 
mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan 
pemasaran.  
 
Capacity (kemampuan)  
Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan 
mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan 
pemasaran.  
 
Capital (modal)  
Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. 
Nasabah (debitur) harus sudah mempunyai modal awal tergantung 
dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar modal awal 
minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan 
 
Collateral  
(agunan/jaminan) Jaminan merupakan salah satu unsur perjanjian 
kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank 
bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai 
dengan perjanjian. Oleh karena itu besarnya jaminan dalam 
perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit. 
 
Condition of economy (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur)  
Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam 
kurun waktu tertentu. Keadaan perekonomian disini adalah 
perekonomian negara, nasabah (debitur), maupun keadaan 
perekonomian bank pemberi kredit1 

 
Penyaluran kredit golongan mikro, kecil dan menengah menjadi 

segmen yang diminati baik oleh industri perbankan maupun jasa 

keuangan non bank lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingginya minat industri keuangan tersebut adalah tingkat risiko kredit 

yang relatif dapat ditekan, pasar yang cenderung besar dan dapat terus 

                                                           
1
 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 3 
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berkembang, serta persyaratan administratif yang cenderung lebih mudah 

untuk dipenuhi. 

Untuk meyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat yang biasa 

disebut kredit ini, bank dalam hal ini akan menawarkan berbagai jenis 

kredit sesuai dengan kemampuan nasabahnya itu sendiri. Dalam 

pelaksanaan pemberian kredit itu, tentunya pihak pemberi kredit, dalam 

hal ini adalah lembaga keuangan menetapkan persyaratan-persayaratan 

kepada peminjam atau debitur. Persyaratan itu antara lain adalah 

perjanjian antara debitur dengan kreditur dan harus dituangkan dalam 

perjanjian kredit yang baku atau sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan 

itu sendiri. 

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya 

pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah 

dalam sector Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui 

pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah 

satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari 

debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur cidera janji 

atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan 

kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek 

jaminan kredit. 

Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk: Memberikan hak dan 

kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan 

apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya 
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pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;  Menjamin agar 

debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, 

sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya 

dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau 

sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat 

diperkecil; Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi 

janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang 

ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada 

bank. 2 

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah 

pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Benda yang 

paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas pemberian 

kredit berupa tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan secara 

ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan 

yang bukan tanah, dan tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan. 

Pengertian Hak Tanggungan adalah bertitik tolak dari Undang-Undang 

No. 5 tahun 1960 sebagai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 apa yang dimaksud dengan 

pengertian dari hak tanggungan tidak dijumpai, selain didalam Pasal 51 

yang dikatakan bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak 

Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 

                                                           
2

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum 
Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 320. 
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25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang itu. Dengan mulai 

berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum 

Tanah Nasional yang tertulis. Hak tanggungan sebagai salah satu jenis 

hak kebendaan, yang bersifat terbatas, yang hanya memberikan 

kewenangan kepada pemegang haknya untuk pelunasan piutangnya 

secara mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya.3 

Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam gugatan ini  pada 

tanggal 13 Juni 2016 Penggugat telah mendapat persetujuan untuk kredit 

dari Tergugat II yaitu Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) untuk modal 

kerja yaitu sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) 

Penggugat atas pinjaman kredit tersebut di atas menjaminkan 2 

(dua) unit Ruko yang terletak di Jl. Raya Cipanas Puncak No. 150G dan 

150H Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Provinsi 

Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan 

(HGB) Nomor 1660 dan 1661 atas nama Sisa Tjahjadi (istri Penggugat) 

Pada tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 4 September 2019 

tibatiba ada Surat Peringatan dari Tergugat I kepada Penggugat yaitu 

Surat Peringatan Ketiga dan terakhir, dimana Penggugat sangat terkejut 

saat itu dan timbul pertanyaan “kenapa Tergugat I yang memberi Surat 

Peringatan ini, kan saya berhutang dengan Tergugat II”. Dan dijawab oleh 

                                                           
3
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 419. 



7 
 

 
 

Pihak Tergugat I sudah diambil alih masalah hutang Penggugat yaitu 

dengan cara cessie 

Penggugat sangat keberatan atas pengalihan hutangnya kepada 

Tergugat I karena tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan atau 

persetujuan dari Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 613 

KUHPerdata ayat 1 dan ayat 2. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai perbuatan melawan hukum dengan judul tesis: Perbuatan 

Melawan Hukum Atas Tindakan Pengalihan Hutang Yang Dilakukan 

Kreditur Tanpa Sepengetahuan Debitur (Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2077 K/Pdt/2002) 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan peralihan hutang yang dibenarkan dalam kitab 

undang-undang hukum perdata? 

2. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya peralihan hutang atas 

sebuah perjanjian kredit? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2077 k/Pdt/2002?  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan peralihan hutang yang 

dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat jawab hukum setelah 

terjadinya peralihan hutang atas sebuah perjanjian kredit. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2077 

k/Pdt/2002.  

 
D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran 

dalam hal perbuatan melawan hukum. 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit. 

 
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 



9 
 

 
 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.4 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.5 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang. 6  Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan.  

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 7 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.8 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

                                                           
4
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 
5

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, 2001, h. 156  

6
Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 
7
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 

Jakarta, 2010, h. 35  
8
Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
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itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.9 Satjipto 

Rahardjo berpendapat bahwa :  

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 
penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan 
ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori 
dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara 
mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang 
dibicarakan.10 

 
a. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat 

yang tidak  melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan 

bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak 

social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa  yang diberikan 

lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun 

sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-

hak dasar tersebut.  

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat 

Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar 

tersebut.11 Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam 

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid 

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).  

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa  
                                                           

9
Ibid., h. 253. 

10
Ibid.  

11
Tanya, Bernard L. dkk, 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang 

dan Generasi, Penerbit Genta Publishing, Yokyakarta, h. 72-72. 
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hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, 
serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 
aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan 
aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang 
diwujudkan melalui hukum dan moral.12 
 
Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.  

Kepentingan hukum adalah : 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki 
otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu 
diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan 
yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 
segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada 
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 
mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 
antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 
kepentingan masyarakat.13 

 
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah : 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada 
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 
oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk 
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 
politik untuk memperoleh keadilan sosial.14 

 
Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa : 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 
bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif 

                                                           
12

  Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 53.  
13

Ibid., h. 54.  
14

Ibid., h. 55. 
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bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 
tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 
keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 
penangananya di lembaga peradilan.15 

 
Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki 

kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu 

peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian 

hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, 

menjelaskan bahwa: 

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan 
yang menekan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. 
Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 
menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam 
masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat 
dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 
kepastian hukum.16 

 
Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian 

hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau 

dilakukan oleh negara terhadap individu.17 Kepastian hukum menegaskan 

                                                           
15

 Hadjon, Phillipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. 
Bina Ilmu, Surabaya h. 29. 

16
 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h. 158. 

17
 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Laskbang 

Pressindo, Yokyakarta, 2010, h. 59. 
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bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-

hubungan pergaulan kemasyarakatan.  

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas 

hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin 

keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang 

yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam 

pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan 

kepastian dalam atau dari hukum. 

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-

banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu 

tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu 

dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam 

undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan 

berlain-lainan.18 

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme 

hukum. Positifisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber 

hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata 

penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.19 Undang-undang 

dan hukum diidentikkan,20 Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong 

undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah 

masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang 

                                                           
18

 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 35. 
19

 Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori 
Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 42-43. 

20
 Moerad, Pontang, 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan 

Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, h. 120. 
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mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum 

dan memperoleh perlidungan hukum. 

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu 
negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechstaat lahir 
dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya 
revolusioner, sebaliknya konsep rule of law berkembang secara 
evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechstaat 
dan rule of the law itu sendiri.21 
 

b. Teori Positifisme 

August Comte adalah figur yang paling representatif untuk 

positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Filosuf ini 

dilahirkan pada saat terjadi refolusi, di kota Montpellier dari sebuah 

keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Dalam usia 25 tahun, dia 

menempuh studi di Ecole Polytechnique di Paris dan sesudah dua tahun 

di sana dia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideologi Hume dan 

Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya.  

Adikaryanya yang paling terkenal adalah Cours de Philosophi 

positive dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah 

sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, tetapi 

usaha itu tidak rampung sebab pada tahun 1857 dia meninggal dunia. 

Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya 

Societe positiviste menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, 

yakni imam agung kemanusiaan.22 

                                                           
21

 Philipus M. Hadjon, Op.Cit, h. 72. 
22

Hardiman, F. Budi, 2004, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche, 

Jakarta: Gramedia Pustaka, h. 203. 
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Istilah “positifisme” diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari 

kata “positif” Dalam prakata Cours de Philosophie Positive, dia mulai 

memakai istilah “filsafat positif” dan terus menggunakannya dengan arti 

yang konsisten di sepanjang bukunya. Kata “filsafat” dia artikan sebagai 

“sistem” umum tentang konsep-konsep manusia‖, sedangkan “positif” 

diartikannya sebagai “teori” yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta 

yang teramati‖. Dengan kata lain, “positif” sama dengan “faktual”, atau apa 

yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan 

bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.  

Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, 

teologi, dan seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, 

objek adalah yang faktual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang sahih 

mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan.  

Fakta dimengerti sebagai “fenomena” yang dapat diobservasi‖. Oleh 

karena itu, sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan 

tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman 

subjektif yang bersifat rohani,positivisme menolaknya sama sekali. Pada 

positifisme, yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah 

pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara indriawi. 

Oleh karena itu, positivisme adalah hasil ahli waris empirisme yang sudah 

diradikalkan dalam Pencerahan Prancis.23 

                                                           
23

Ibid., h. 204. 
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Dalam Cours de Philosophie Positive, Comte menjelaskan bahwa 

munculnya ilmu-ilmu alam tak bisa dipahami secara terlepas dari sejarah 

perkembangan pengetahuan umat manusia dari abad ke abad. Sejarah 

pengetahuan itu berkembang melalui tiga tahap, yakni: ―tahap teologis‖, 

“tahap metafisis”, “tahap positif”. Ketiga tahap itu dipahami oleh Comte 

sebagai tahap-tahap perkembangan mental umat manusia sebagai suatu 

keseluruhan, dan menurut Comte, juga besesuaian dengan tahap-tahap 

perkembangan individu dari masa kanak-kanak, melalui masa remaja, ke 

masa dewasa.  

Dalam tahap teologis, menurut Comte, umat manusia mencari 

sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan 

menentukannya dalam kekuatankekuatan adimanusiawi. Kekuatan-

kekuatan ini, entah disebut dewa-dewa atau Allah, dibayangkan memiliki 

kehendak atau rasio yang melampaui manusia. Zaman ini lalu dibagi 

menjadi tiga sub-bagian. Pada sub-tahap yang paling primitif dan kanak-

kanak, yaitu tahap fetisisme atau animisme, manusia menganggap objek-

objek fisik itu berjiwa, berkehendak, dan berhasrat. Pada tahap 

berikutnya, politeisme, kekuatan-kekuatan alam itu diproyeksikan dalam 

rupa dewa-dewa. Akhirnya, pada tahap monoteisme, dewa-dewa 

dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.  

Dalam tahap metafisis, umat manusia berkembang dalam 

pengetahuannya seperti seseorang melangkah pada masa remajanya. 

Kekuatan adimanusiawi dalam tahap sebelumnya itu sekarang diubah 
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menjadi abstraksi-abstraksi metafisis. Misalnya, konsep ‖ether‖, dan 

“causa”. Dengan demikian, peralihan ke tahap ini diselesaikan sesudah 

seluruh konsep mengenai kekuatan-kekuatan adimanusiawi diubah 

menjadi konsep-konsep abstrak menganai alam sebagai keselurahan. 

Tidak ada lagi Allah dan dewata, yang ada adalah entitas-entitas abstrak 

yang metafisis.  

Akhirnya, umat manusia mencapai kedewasaan mentalnya dalam 

tahap positif. Pada zaman ini, umat manusia tidak lagi menjelaskan 

sebab-sebab di luar fakta-fakta yang teramati. Pikiran hanya memusatkan 

diri pada yang factual, yang sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum 

umum, seperti hukum gravitasi. Pada tahap inilah ilmu pengetahuan 

berkembang penuh. Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan yang real, 

tapi juga bersifat pasti dan berguna.  

Comte juga menghubungkan tahap-tahap mental tersebut dengan 

bentuk-bentuk organisasi sosial. Tahap teologis dihubungkannya dengan 

absolutisme, misalnya otoritas absolut raja dan golongan militer. Pada 

tahap metafisis, absolutisme raja dihancurkan dan diganti dengan 

kepercayaan akan hak-hak abstrak rakyat dan hukum. Akhirnya, pada 

tahap positif, organisasi masyarakat industri menjadi pusat perhatian. 

Ekonomi menjadi primadona, dan kekuasaan elit intelektual muncul. 

Mereka ini menduduki peran organisasi sosial, dan bagi Comte, sosiologi 
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merupakan ilmu baru yang dapat mereka pakai untuk mengorganisasikan 

masyarakat industri.24 

Comte juga berusaha mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang ada. 

Menurutnya, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan 

faktual, dan karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, maka harus ada 

perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terjadi 

pengkhususan dalam ilmu pengetahuan. Untuk menetapkan ilmu-ilmu 

khusus, Comte berusaha menemukan ilmu-ilmu yang bersifat 

fundamental, artinya dari ilmu-ilmu itu diturunkan ilmu-ilmu lain yang 

bersifat terapan. Dalam adikaryanya itu, Comte menyebutkan enam ilmu 

fundamental, yakni: matematika, astronomi, fisika, kimia, fisiologi biologi, 

dan fisika sosial (sosiologi).25 

Keenam ilmu dasar itu diurutkan sedemikian rupa sehingga mulai 

dari yang paling abstrak ke yang paling konkret, yang lebih kemudian 

tergantung pada yang terdahulu. Misalnya, matematika lebih abstrak dari 

astronomi, dan astromoni tergantung pada matematika. Fisiologi dan 

biologi menyelidiki hukum-hukum umum yang mengatur makhluk hidup, 

dan keduanya tergantung pada kimia yang menyelidiki perubahan zat, 

tetapi juga lebih abstrak dari pada sosiologi dan diandaikan oleh sosiologi. 

Sebagai ilmu pengetahuan terakhir, menurut Comte, sosiologi baru 

berkembang sesudah ilmu-ilmu lain menjadi matang. Sebaliknya, sebagai 

pangkal, matematika bagi Comte adalah model metode ilmiah bagi ilmu-

                                                           
24

Ibid., h. 209-210. 
25

Ibid. 
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ilmu lainnya. Akan tetapi baru dalam sosiologi, menurut Comte, ilmu-ilmu 

mencapai tahap positifnya, yakni secara penuh memakai metode ilmiah 

untuk menyelidiki fakta yang paling konkret, yakni perilaku sosial manusia. 

Dalam hal ini, dia mengklaim dirinya sebagai orang yang membawa ilmu 

pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi.  

Dalam hierarki ilmu-ilmu di atas, kita tidak melihat psikologi dan 
etika. Dalam anggapannya, psikologi yang ilmiah itu mustahil, sebab 
psikologi adalah refleksi manusia atas rohnya sendiri, dan roh ini 
bukan fakta positif, melainkan pengalaman subjektif. Pada zaman 
Comte, psikologi lebih dipahami sebagai psikologi introspektif. Dia 
belum melihat perkembangan psikologi menjadi psikologi 
eksperimental. Lalu, bagaimana dengan etika? Etika dalam arti ilmu 
normatif tentang apa yang seharusnya ada jelas melampaui yang 
faktual. Dalam arti ini, etika bisa masuk dalam hierarkinya. Akan 
tetapi, Comte lalu memperlakukan etika sebagai ilmu tambahan 
untuk meneruskan hukum-hukum yang memungkinkan kita 
meramalkan dan merencanakan susunan sosial. Dalam arti ini, etika 
menjadi tambahan untuk sosiologi.26 

 
c.  Teori Keadilan (justice theory) 

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi 

atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.Teori 

keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan 

Jhon Rawls.Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, 

bangsa dan negara.27 

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para 

ahli, pembicaran tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai 

saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang 

                                                           
26

Ibid. 
27

 HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada 
Penelitian Desertasi dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2. 
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esensi keadilan.Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan 

dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.28 

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini 

adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang 

mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan 

sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip 

kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan 

agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial 

adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-

lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental 

serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.29 

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni 

dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang 

bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu 

menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu 

penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang 

pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa 

yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan 

kepada semua pihak.30 

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama 

(klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia 
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Ibid., h. 25. 
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 Rawls, J hon, 2006, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, 
Yokyakarta, h. 26. 

30
 Dirjosisworo, Soedjono, 2008,  Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, h. 11. 
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senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari 

hukum yang ada.Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan 

kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab. 

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai 

pendekatan yang berbeda, sehingga konsepkeadilan yang tertuang dalam 

banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, 

dan teori hukum yang ada.Konsep keadilan menurut Jhon Rawls 

misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua 

arus utama.Pertama, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih 

mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri.Kedua, aliran 

institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.31 

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk 

mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara 

konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang 

mengandung asasbahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak 

mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang 

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang 

fundamental.32 

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh 

Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur 

manfaat.Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping 
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 Nainggolan, Jogi,  2015, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas 
Hukum,  Refika Aditama, Jakarta, h. 51. 
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Faisal, 2015, Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir, 

Thafamedia, Yokyakarta, h. 38. 
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aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret 

menurut ukuran manfaatnya.33 

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral 

tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan 

mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga 

bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan 

prosedural).34 Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat 

menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, 

yaitu:35 

1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya 
keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat 
dan waktu. 

2) Adanya persamaan hak dan kewajiban. 
3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan 

substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai 
perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya 
putusan oleh para pihak.  

4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-
undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan. 

5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang 
dihasilkan.  
 

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan 

prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak 

memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan 

standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, 

kelas, ataupun status sosial. 36  Secara teoritis dapat dikemukakan 
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 HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., h. 34. 
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PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231. 
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beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, 

yaitu: 

1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. 
Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata 
tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu. 

2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan 
bagian sesuai dengan keperluan yang nyata. 

3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan 
bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang 
diberikan kepadanya. 

4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga 
masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif 

5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, 
misalanya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.37 

 
2. Kerangka Konsep 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas.  

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini.  Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 
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dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut:  

1. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 

1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan 

hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: 

“setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut 

biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang 

berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota 

badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada 

si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti 

kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”. 

2. Pengalihan Hutang adalah  

Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang 
yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. 
Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan 
menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. 
Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat 
dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru 
(kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran 
tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran 
Fidusia.”38 
 

3. Kreditor menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
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Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah pihak yang berpiutang dalam 

satu hubungan utang-piutang tertentu. 

4. Debitur menurut Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan adalah pihak yang berutang dalam 

suatu hubungan utang-piutang tertentu.  

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan  browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Puteri Nataliasari, NPM : 0806427631, mahasiswa Fakultas 

Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Juni 2010. 

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah 

mengenai: “Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya 

Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam ini adalah 

Bagaimana keterkaitan pengalihan piutang secara cessie terhadap 

perjanjian kredit Bank? Bagaimana akibat pengalihan piutang secara 

cessie terhadap jaminan Hak Tanggungan? Bagaimana akibat 

pengalihan piutang secara cessie dengan jaminan Fidusia? 
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2. Tesis Eka Angga Putra Ismanda., NIM : 201610380211009 

Mahasiswa Direktorat Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Malang April 2020 

Judul penelitian: “Analisis Penyelesaian Permasalahan 

Hukum Terkait Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada 

Pihak Ketiga (Studi di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 

Singosari)” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen di FIFGROUP?, Penyelesaian permasalahan 

hukum yang terjadi dalam hal obyek jaminan dialihkan kepada pihak 

ketiga? 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang: Perbuatan Melawan Hukum Atas 

Tindakan Pengalihan Hutang Yang Dilakukan Kreditur Tanpa 

Sepengetahuan Debitur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2077 K/Pdt/2002) belum pernah dilakukan 

baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga 

penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini 

dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya. 
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G. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok 

permasalahan dan menganalisiskan dengan maksud untuk mengambil 

suatu kesimpulan 39  Karena diharapkan mampu memberi gambaran 

secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan 

diteliti, yaitu berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan hubungan 

Mahkamah Konstitusi di Lembaga Yudikatif beserta lembaga lainnya yang 

berkaitan. 

 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian 

yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada 

ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa 

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.40 

 

3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2077 K/Pdt/2002. 

 

4. Alat Pengumpulan Data 

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. 
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 Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksa, 2003), h. 114. 
40

 Ibid, hal. 37 



28 
 

 
 

Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau 

data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut 

data sekunder.41 

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu 

bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, 

peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, 

artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

a. Jenis Data  

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk 

kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek 

penelitian. 42  

 

b.  Sumber Data  

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder 

dalam penelitian ini bersumber dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu : 

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan 
amandemennya.  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

                                                           
41

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12. 
42

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 

1996), h. 2. 
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c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang.  

d. Peraturan Pemerintah.  

e. Peraturan Presiden.  
f. Peraturan Daerah Provinsi.43 

 
2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – 

undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan seterusnya. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. 

Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan 

seterusnya.44 

c. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research);  Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 

 
 
 
 

                                                           
43

 Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–Undangan. 
44

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit., h.13. 
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6. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode 

analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan 

mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian 

hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai 

premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan 

(legal facts) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang 

nantinya akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap 

permasalahannya. 
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BAB II 

ATURAN PERALIHAN HUTANG YANG DIBENARKAN 
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

 

A. Pengalihan Hutang (Cessie) 

1. Definisi Cessie  

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas 

nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)45. Namun demikian, kata cessie 

tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di 

Indonesia, cessie hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga 

yurisprudensi. Dalam bukunya yang berjudul Studi Notariat dan Serba-

serbi Praktek Notaris, Tan Thong Kie memberikan terjemahan mengenai 

beberapa pendapat dan/atau pandangan dari ahli hukum mengenai 

definisi cessie.46 

Salah satu definisi Cessie yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah 

definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi Cessie tersebut 

diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang lazim 

dipakai untuk penyerahan suatu piutang.47 

Selain Vollmar, ahli hukum lainnya, Schermer, juga memberikan 

definisi mengenai cessie. Pendapat Schermer mengenai Cessie kemudian 

                                                           
45

 Soeharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet.3, 

(Jakarta; Kencana, 2008), h. 101. 
46

 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, cet.I, (Jakarta; 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 688. 
47

 Ibid. 
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diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut: “Cessie adalah 

penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang 

masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang 

disebut terakhir ini menjadi kreditur seorang debitur yang dibebani dengan 

piutang tersebut.” 48 

Sedangkan menurut Scholten, cessie dapat ditinjau dari dua segi 

yaitu:49 

1. Sebagai lembaga perikatan 

yaitu sebagai lembaga penggantian kualitas kreditur  

2. Sebagai bagian dari hukum benda  

yaitu sebagai cara untuk peralihan hak milik  

Pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan Cessie juga 

dikemukakan oleh C. Asser. Meskipun Asser tidak secara tegas 

memberikan definisi mengenai Cessie, namun dari pendapat yang 

dikemukakannya dapat disimpulkan bahwa cessie adalah pengambilalihan 

piutang. Pengambilalihan piutang tersebut tidaklah menghilangkan 

identitas dari utang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap 

hubungan antara si berutang dengan si berpiutang.50 

Di Indonesia, definisi Cessie salah satunya dikemukakan oleh 

Subekti. Menurut pendapat Subekti, Cessie adalah: “Suatu cara 

                                                           
48

 Ibid. 
49

 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, 
op.cit, h. 17 

50
 C. Asser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda [Hendleiding Tot de Beofening 

van het Nederlands Bergerlijk Recht], diterjemahkan oleh Sulaiman Binol. (Jakarta : Dian 
Rakyat, 1991), h. 579-580. 
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pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur 

lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun 

hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi 

dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”51 

Selain Subekti, ahli hukum Indonesia yang juga mengemukakan 

pendapatnya tentang cessie adalah M. Yahya Harahap. Definisi Cessie 

menurut Yahya Harahap dapat disimpulkan sebagai berikut: “cessie 

adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya cessie maka pembayaran 

yang dilakukan oleh Debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli 

melainkan kepada person kreditur Pengganti atau cessionaris yang telah 

menggantikan kedudukan Kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan 

kepada cessionaris sama betul keadaannya seperti telah melakukan 

pembayaran in person kepada kreditur sendiri.”52 

Sedangkan menurut pendapat Munir Fuady, cessie adalah: 

“penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.” 53  Lebih 

lanjut lagi, Munir Fuady mengatakan: “… penyerahan piutang atas nama 

dan barang-barang lain tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat 

akta (otentik atau di bawah tangan), yang disebut akta cessie yang 

melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. 

Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum 

                                                           
51

 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 17, (Jakarta : Intermasa, 1998), h. 71. 
52

 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. II, (Bandung : Alumni, 

1986), h. 113 
53

 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, cet. IV. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2006), h. 74. 
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penyerahan itu (1) diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujuinya secara 

tertulis, atau (3) diakuinya … “  

Di samping ketiga ahli hukum Indonesia tersebut di atas, Mariam 

Daruz Badrulzaman, juga mengemukakan pendapatnya mengenai Cessie, 

yaitu: 54  “Cessie adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan 

piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. Cessie merupakan perjanjian 

kebendaan yang didahului suatu “title” yang merupakan perjanjian 

obligatoir”  

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan para ahli 

hukum di atas, jelas bahwa cessie merupakan suatu cara untuk 

mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama.  

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang 

atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata. Namun demikian, 

definisi mengenai cessie tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan 

lugas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata55 yang berbunyi sebagai 

berikut: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik 

atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu 

dilimpahkan kepada orang lain.”  

Dengan tegas, Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang 

yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan 

                                                           
54

 Yanti Fristikawati, “Laporan Penelitian Cessie”. (makalah disampaikan pada 
seminar Mempertajam Konsep Hukum Cessie, Jakarta , 13 Januari 2010), h. 5. 

55
 22 "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]., loc.cit. 
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atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti 

siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan 

atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. 

Jikalaupun dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya 

berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya surat hutang 

dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu 

tagihan atas nama. Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan 

dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu 

belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang 

bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta 

penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi 

disebut sebagai akta cessie. Pada cessie, hak milik beralih dan dengan 

dibuatnya akta cessie, levering telah selesai.56 

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah hak 

tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang 

antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang 

meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas 

kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak 

tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari 

kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak 

tiga, dengan cara cessie. Meskipun ketentuan Pasal 613 KUHPerdata 

berlaku juga bagi pengalihan kebendaan tidak bertubuh lainnya, akan 
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 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, 

op.cit. h. 47 
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tetapi, sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I di depan, di dalam 

penulisan ini, penulis hanya memfokuskan pembahasan pada pengalihan 

piutang atau tagihan atas nama saja.  

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, 

pengaturan di dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah mengenai 

penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya. 

Sehubungan dengan kata “piutang” di dalam Pasal 613 KUHPerdata, hal 

ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan adalah suatu piutang dan 

bukanlah suatu hutang. Sehubungan dengan itu, maka hanya kreditur 

yang dapat melakukan pengalihan atas piutangnya sedangkan debitur 

tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas hutangnya. Ketentuan 

yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata hanya dapat diberlakukan 

untuk melakukan penggantian kreditur dan tidak dapat diberlakukan untuk 

melakukan penggantian debitur.  

Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengatur mengenai cara 

penyerahan (levering) suatu piutang atas nama. Cara untuk melakukan 

penyerahan piutang atas nama dikenal dengan nama cessie. Piutang 

yang dapat diserahkan dan/atau dialihkan dengan cara cessie hanyalah 

piutang atas nama kreditur. Dengan adanya penyerahan piutang secara 

cessie maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan 

kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan 

kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku 

kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak 
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mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara 

kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur 

berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidaklah putus 

sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan 

hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku 

serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan 

piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan 

seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada 

kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.  

Dari uraian-uraian di atas, tampak bahwa cessie merupakan suatu 

cara untuk mengalihan piutang atas nama tanpa mengakibatkan 

perjanjian kredit/ pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya 

piutang tersebut menjadi hapus. Cessie merupakan suatu cara pengalihan 

dan/atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan 

yang dimaksud di sini adalah piutang atas nama. Pengalihan piutang atas 

nama secara cessie dapat terjadi sebagai accessoir dari suatu perjanjian 

pokok bilamana ada suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan 

dapat pula terjadi tanpa adanya suatu peristiwa hukum terlebih dahulu 

sehingga cessie tersebut bersifat obligatoir atas dirinya sendiri karena ia 

merupakan peristiwa hukum itu sendiri. Oleh karena hal mengenai perlu 

atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat 

melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan 

tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata 
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tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta 

cessie tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara cessie tetap 

dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi 

kreditur yang baru.  

Cessie dapat terjadi sebagai accessoir dari suatu peristiwa hukum 

seperti peristiwa hukum jual beli piutang yang dilakukan antara Bank 

selaku kreditur dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur yang 

baru. Jual beli piutang yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah jual 

beli piutang dimana yang menjadi objeknya adalah piutang atas nama 

kreditur. Dalam hal ini, perjanjian jual beli piutang dilakukan oleh Bank 

selaku kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli yang kemudian 

menjadi kreditur yang baru tersebut dengan perjanjian jual beli piutang 

yang terpisah dari perjanjian cessie. Di dalam prakteknya, perjanjian jual 

beli piutang memang dimungkinkan untuk dibuat terpisah dari perjanjian 

Cessie. Adapun yang menjadi alasannya adalah karena harga penjualan 

piutang atas nama yang disepakati oleh kreditur selaku penjual dengan 

pihak ketiga selaku pembeli hendak dirahasiakan dari debitur karena 

debitur dianggap tidak perlu mengetahui mengenai hal tersebut. Oleh 

sebab itu, yang dicantumkan di dalam perjanjian cessie hanya besarnya 

piutang atau tagihan yang dapat dituntut pembayarannya oleh penerima 

cessie selaku kreditur baru dari debitur. Jumlah hutang mana yang wajib 

dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagaimana yang disepakati di 

dalam perjanjian kredit. Apabila perjanjian cessie dibuat sebagai 
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penyerahan (levering) sehubungan dengan perjanjian jual beli piutang, 

maka perjanjian cessie merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian jual 

beli piutang tersebut.  

Perjanjian cessie dapat pula merupakan peristiwa hukum sehingga ia 

bersifat obligatoir atas dirinya sendiri. Keberlakuan cessie dapat tidak 

tergantung kepada ada tidaknya suatu peristiwa hukum dan perjanjian 

apapun juga. Selama cessie dilakukan secara sah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian cessie dibuat dengan 

memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka cessie tetap dapat 

dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi apabila tidak terdapat perjanjian pokok 

yang mendahului perjanjian cessie. Dalam hal pengalihan piutang atas 

nama dilakukan atas kehendak kreditur semata dan bukan karena adanya 

suatu kesepakatan jual beli antara kreditur dengan pihak ketiga yang 

menerima pengalihan piutang itu maka perjanjian cessie tidak bersifat 

accessoir melainkan merupakan peristiwa hukum sehingga bersifat 

obligatoir atas dirinya sendiri. Keadaan ini sama halnya jika kesepakatan 

jual beli piutang atas nama dilakukan di dalam akta perjanjian cessie. 

Bilamana kesepakatan jual beli tersebut dituangkan dan diatur di dalam 

perjanjian cessie dan tidak terdapat perjanjian jual beli piutang atas nama 

yang terpisah dari perjanjian cessie maka perjanjian cessie tersebut 

merupakan peristiwa hukum dan bersifat obligatoir.  
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2. Alasan Bank Melakukan Pengalihan Piutang  

Apabila kita melihat kembali ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, 

pengalihan piutang secara Cessie tidak disyaratkan untuk memerlukan 

persetujuan dari debitur. Kreditur berdasarkan pertimbangannya sendiri, 

dapat mengalihkan piutangnya sehubungan dengan fasilitas kredit yang 

telah diberikannya kepada debitur. Akan tetapi agar perjanjian pengalihan 

piutang yang dibuat oleh kreditur dengan pihak ketiga mempunyai akibat 

kepada debitur, maka hal mengenai telah dilakukannya pengalihan 

piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis 

disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan.  

Pengalihan piutang secara Cessie dapat terjadi di dunia perbankan. 

Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal 

Bank untuk melakukan restruksturisasi di dalam kegiatan perkreditannya 

merupakan beberapa diantara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar 

pertimbangan Bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual 

piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga. Namun, selain alasan-alasan 

tersebut, ada beberapa alasan lain yang dapat membuat Bank melakukan 

penjualan atau pengalihan atas piutangnya. Alasan-alasan tersebut 

adalah:  

1.  Bank bermaksud untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR);  

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal 

yang sangat mempengaruhi kemampuan Bank di dalam 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Berkenaan 
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dengan hal tersebut maka Bank sangat memperhatikan hal-hal yang 

dapat mempengaruhi besar CAR yang dimilikinya. Oleh sebab itu, jika 

menurut pertimbangan Bank kegiatan penyaluran kredit yang telah 

dilakukannya memiliki dan/atau mengandung bobot resiko yang tinggi 

yang dapat mempengaruhi besarnya CAR yang dimilikinya, maka demi 

meningkatkan rasio kecukupan modalnya, Bank akan menjual piutang 

yang dianggapnya memiliki bobot resiko yang tinggi dengan tujuan 

untuk mengurangi resiko dari assetnya yang tercantum di dalam neraca 

Bank;  

2.  Bank hendak meningkatkan rasio profitabilitasnya  

Salah satu ukuran dari profitabilitas suatu Bank adalah besarnya 

rasio dari keuntungannya dibandingkan dengan asset Bank tersebut, 

atau yang biasa disebut Return On Asset (ROA). Apabila suatu Bank 

memiliki asset berupa piutang yang besar namun menghasilkan 

pendapatan yang rendah atau bahkan tidak menghasilkan pendapatan 

sama sekali maka seyogyanya asset tersebut dijual kepada pihak lain. 

Dengan adanya penjualan itu diharapkan Bank dapat memperbaiki 

rasiorasio profitabilitasnya;  

3.  Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank telah melampaui 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi debitur yang 

bersangkutan;  

Pendapatan yang diperoleh Bank dari hasil kegiatan penyaluran 

kredit Bank merupakan salah satu sumber pendapatan Bank yang 
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terbesar. Akan tetapi, kegiatan penyaluran kredit bank tersebut harus 

dilakukan dengan memperhatikan BMPK. Oleh sebab itu apabila ada 

debitur bank yang sedang menikmati fasilitas kredit dari Bank 

membutuhan tambahan dana fasilitas kredit, namun Bank tidak dapat 

memberikannya karena jika Bank memberikan tambahan fasilitas kredit 

kepada Debitur tersebut, Bank akan melampaui BMPK bagi debitur 

yang bersangkutan, maka bilamana menurut pertimbangan Bank 

pemberian fasilitas kredit yang diminta oleh debitur tersebut lebih 

menguntungkan kepentingan Bank, Bank dapat menjual piutangnya 

yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang lain yang telah 

dibuatnya dengan debitur kepada pihak ketiga agar Bank dapat 

memberikan fasilitas kredit yang baru sebagaimana yang diminta oleh 

debitur kepada Bank tanpa Bank melakukan pelanggaran terhadap 

BMPK.  

4.  Bank mengalami kekurangan likuiditas akibat dari terlalu besarnya loan 

portfolio (portepel kredit) Bank;  

Sebagaimana diketahui, keadaaan likuiditas tiap-tiap Bank tidak 

sama, demikian pula halnya dengan kebijakan perkreditan pada setiap 

Bank juga berbeda. Kebijakan perkreditan yang tidak tepat dapat 

sangat berpengaruh kepada keadaan likuiditas Bank. Penyaluran 

fasilitas kredit Bank yang terlalu besar yang tidak disertai dengan 

penambahan jumlah nasabah penyimpan (deposan) adalah merupakan 

salah satu hal yang dapat menyebabkan Bank mengalami kekurangan 
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likuiditas. Oleh sebab itu, jika berdasarkan pertimbangan Bank 

diperlukan pengurangan terhadap loan portfolio (portepel kredit) Bank, 

maka Bank biasanya akan menjual piutang fasilitas kreditnya kepada 

pihak ketiga untuk meningkatkan likuiditas Bank.  

5.  Bank menilai, berdasarkan pertimbangan baiknya, bahwa loan 

portfolionya disektor industri tertentu atau di suatu wilayah tertentu 

terlalu besar sehingga Bank bermaksud untuk menguranginya;  

Sektor industri berkembang dengan sangat pesat. Kegiatan 

perindustrian yang memerlukan dana yang cukup besar menjadi target 

Bank di dalam menyalurkan fasilitas kreditnya. Hal ini dilakukan dengan 

harapan Bank akan memperoleh keuntungan yang besar dari bunga 

yang akan dapat diperolehnya dari kegiatan penyaluran kredit tersebut. 

Namun demikian, Bank tetap harus memperhatikan berbagai aspek 

yang dapat mempengaruhi kelangsungan industri atau sektor industri 

yang dibiayainya itu. Oleh sebab itu, agar Bank tidak menderita 

kerugian yang besar maka Bank hendaknya tidak memusatkan 

kegiatan penyaluran fasilitas kreditnya di satu sektor industri tertentu 

saja. Oleh sebab itu bilamana menurut pertimbangan Bank kegiatan 

penyaluran fasilitas kredit yang dilakukannya di sector industry tertentu 

terlalu besar, maka Bank akan menguranginya dengan cara menjual 

piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga. 

Selain pertimbangan untuk tidak memusatkan pemberian kredit 

pada satu sektor industri saja, pengalihan piutang bank yang berupa 
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fasilitas kredit juga dilakukan oleh Bank apabila menurut 

pertimbangannya, Bank telah menyalurkan fasilitas dalam jumlah yang 

terlalu besar di satu wilayah dan/atau di suatu negara tertentu. Faktor 

kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kurang kondusif bagi kegiatan 

bisnis dan industri yang terjadi di wilayah dan/atau Negara dimana 

debitur berada merupakan salah satu alasan bagi Bank untuk 

menghentikan penyaluran kreditnya kepada debitur. Hal ini biasanya 

berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit secara sindikasi dimana 

salah satu kreditur sindikasinya adalah suatu Bank asing. Sebagaimana 

kita ketahui, kegiatan penyaluran kredit dan transaksi perbankan pada 

saat ini tidak lagi dilakukan dalan lingkup nasional melainkan sudah 

dalam lingkup internasional serta melibatkan tidak hanya Bank-Bank 

nasional namun juga Bank-Bank asing.  

6.  Bank bermaksud untuk melakukan restrukturisasi terhadap loan 

portfolionya.  

Kegiatan penyaluran kredit memang merupakan salah satu 

sumber pendapatan Bank yang terbesar. Akan tetapi, kegiatan tersebut 

juga memiliki resiko yang sangat besar pula. Oleh sebab itu, kebijakan 

perkreditan yang diterapkan oleh Bank tidaklah sama dari waktu ke 

waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak jarang Bank melakukan 

restrukturisasi terhadap loan portfolionya. Restrukturisasi ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengalihan piutang Bank yang timbul 

dari suatu perjanjian kredit kepada pihak ketiga. Apabila menurut 
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pertimbangan Bank, Bank telah terlalu banyak menyalurkan fasilitas 

kredit berjangka panjang atau menengah dan Bank bermaksud untuk 

menguranginya, maka pengurangan tersebut dapat dilakukan oleh 

Bank dengan cara menjual piutang Bank yang timbul berdasarkan 

perjanjian kredit yang dimaksud kepada pihak ketiga. Selain itu, 

penjualan piutang Bank yang berupa fasilitas kredit dapat juga 

disebabkan karena menurut pertimbangan Bank, Bank telah terlalu 

banyak menyalurkan fasilitas kredit jangka pendek dan bermaksud 

untuk menguranginya dan menggantikannya dengan penyaluran kredit 

berjangka panjang atau menengah.  

 
B. Perjanjian Cessie  

Sebagaimana diuraikan di atas, Cessie adalah suatu cara untuk 

melakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada 

kreditur baru. Dalam perikatan yang telah dibuat diantara debitur dengan 

kreditur lama muncul kehadiran pihak ketiga sebagai kreditur baru. 

Kehadiran pihak ketiga adalah untuk mengambil alih hak dan kewajiban 

kreditur lama yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh 

kreditur lama dengan debitur. Pengambilalihan piutang yang disertai juga 

dengan pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan 

cara kreditur baru membeli piutang tersebut kepada kreditur lama. Namun, 

dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak putus 

dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan 
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hubungan hukum yang lama. Dengan perkataan lain, perikatan yang lama 

tetap ada namun dialihkan kepada kreditur baru.  

Dalam suatu perikatan pinjam meminjam uang berdasarkan 

perjanjian kredit Bank, piutang atas nama yang dimaksudkan adalah 

piutang atas nama Bank selaku pihak yang meminjamkan uang atau yang 

memiliki piutang terhadap debiturnya. Pengalihan piutang atas nama yang 

dilakukan oleh Bank selaku kreditur mengakibatkan beralihnya hak tagih 

atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang 

kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang 

baru. Dengan dilakukannya pengalihan piutang itu, segala ketentuan dan 

hubungan hukum yang diatur di dalam perjanjian kredit beralih dan 

mengikat kepada kreditur baru. Hubungan hukum antara kreditur dengan 

debitur tetap ada dan berlaku sebagaimana yang diatur di dalam 

perjanjian kredit. Hanya saja, person kreditur yang dimaksudkan di dalam 

perjanjian kredit bukan lagi kreditur lama melainkan kreditur baru yang 

mengambil alih piutang kreditur lama terhadap debiturnya, berikut dengan 

seluruh hak dan kewajiban kreditur lama berdasarkan perjanjian kredit 

tersebut.  

Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur lama 

tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan hutang 

debitur kepadanya. Setiap pembayaran dan/atau pelunasan hutang 

debitur merupakan hak kreditur baru dan dibayarkan oleh debitur kepada 

kreditur baru. Keadaan ini diikuti pula dengan timbulnya hak kreditur baru 



47 
 

 
 

atas jaminan kebendaan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur 

berdasarkan perjanjian kredit. Oleh sebab itu, agar kepentingan kreditur 

baru terlindungi, kreditur baru yang bersangkutan wajib memberitahukan 

hal mengenai pengalihan piutang tersebut kepada debitur. Pemberitahuan 

yang dimaksud disini adalah pemberitahuan resmi. Pemberitahuan resmi 

ini bertujuan untuk memperingatkan kepada debitur bahwa kreditur telah 

menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga sehingga sejak saat itu 

setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang berkenaan dengan 

hutangnya kepada kreditur wajib dibayarkannya kepada pihak ketiga yang 

bersangkutan selaku kreditur baru. Akan tetapi, dalam hal pengalihan 

piutang dilakukan oleh kreditur yang merupakan anggota sindikasi kredit 

kepada pihak ketiga, maka pemberitahuan mengenai hal telah 

dilakukannya pengalihan piutang tersebut biasanya tidak hanya ditujukan 

kepada debitur saja, melainkan juga kepada agent bank dan dilaksanakan 

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara para kreditur sindikasi. 

Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian kredit sindikasi tidak hanya 

terdapat hak dan kewajiban kreditur yang melakukan pengalihan piutang 

saja melainkan juga hak dan kewajiban kreditur lain yang merupakan 

anggota sindikasi kredit. Namun, harus diingat bahwa yang dialihkan oleh 

kreditur anggota sindikasi kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan 

piutang tersebut adalah hanya sebatas partisipasi kreditur anggota 

sindikasi kredit yang bersangkutan. Artinya, pengalihan piutang itu tidak 

meliputi pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari kreditur anggota 
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sindikasi kredit yang lain. Hak dan kewajiban yang dialihkan sehubungan 

dengan hal tersebut adalah sebatas hak dan kewajiban kreditur sindikasi 

yang mengalihkan piutangnya saja. Hak dan kewajiban kreditur sindikasi 

yang lain tidak dialihkan dan tidak memiliki keterkaitan apapun 

sehubungan dengan pengalihan piutang itu.  

Sebagai suatu cara pengalihan piutang atas nama Bank selaku 

kreditur, pengalihan piutang secara cessie memiliki keterkaitan dengan 

perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu. 

Hal ini disebabkan karena cessie juga berkaitan dengan hak kreditur baru 

untuk memperoleh pembayaran atas piutang kreditur lama dari 

debiturnya. Sebelum dilaksanakan pengalihan piutang, setiap dan seluruh 

jumlah-jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh debitur 

berdasarkan perjanjian kredit harus ditujukan dan/atau diserahkan kepada 

kreditur. Akan tetapi dengan dialihkannya piutang tersebut oleh kreditur 

yang bersangkutan kepada pihak ketiga, maka hak untuk menerima 

pembayaran dan hak-hak lainnya berikut juga kewajiban yang dimiliki oleh 

kreditur berdasarkan perjanjian kredit dimaksud beralih kepada pihak 

ketiga yang menjadi kreditur baru. Meskipun tampaknya perjanjian kredit 

memiliki keterkaitan dengan perjanjian pengalihan piutang secara cessie 

(perjanjian Cessie), namun, perjanjian kredit yang mengakibatkan 

timbulnya piutang yang dialihkan itu tidak mempengaruhi perjanjian 

cessie. Walaupun piutang yang dialihkan secara cessie tersebut timbul 

dari perjanjian kredit, akan tetapi cessie bukan merupakan accessoir dari 
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hubungan pinjam meminjam uang dalam perjanjian kredit yang 

bersangkutan. Sepanjang pengalihan piutang secara cessie dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian cessie 

dibuat dengan memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana dimaksud di dalam KUHPerdata, maka perjanjian cessie 

adalah sah.  

Dalam perjanjian cessie, yang dialihkan adalah piutang atas nama 

atau kebendaan tidak bertubuh lainnya. Jika di dalam perjanjian cessie 

yang diatur adalah mengenai pengalihan piutang atas nama, maka 

piutang atas nama tersebut merupakan objek perjanjian cessie. Sebagai 

objek dalam perjanjian cessie, yang diserahkan oleh kreditur selaku 

pemilik piutang kepada pihak ketiga selaku pembeli piutang adalah berupa 

piutang yang dimaksud. Piutang yang dialihkan di dalam perjanjian cessie 

itu memberikan hak tagih kepada penerima cessie atas setiap dan seluruh 

jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur 

berdasarkan perjanjian kredit. Dengan dibuatnya perjanjian cessie, maka 

kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya 

menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian 

cessie.  

Meskipun penyerahan piutang telah dilaksanakan oleh kreditur lama 

selaku pemilik piutang kepada kreditur baru, akan tetapi jika setelah 

dibuatnya perjanjian cessie tersebut, karena suatu alasan yang sah, 

perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang itu ditetapkan 
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pembatalannya oleh pengadilan akibat adanya permohonan pembatalan 

yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perjanjian cessie tetap sah. 

Akan tetapi, sehubungan dengan hal itu, kreditur lama selaku pemilik 

piutang dapat dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi atas 

perjanjian cessie. Hal yang sama berlaku juga jika setelah perjanjian 

cessie dibuat ternyata di kemudian hari perjanjian kredit yang 

mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu batal demi hukum 

sehingga kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur 

atas piutang yang dialihkan oleh kreditur kepadanya berdasarkan 

pernjanjian cessie yang dimaksud, maka kreditur lama yang melakukan 

pengalihan piutang itu juga dapat dikatakan telah melakukan tindakan 

wanprestasi. Namun, batal demi hukum perjanjian kredit tersebut tidak 

menjadikan perjanjian cessie juga batal demi hukum. Perjanjian cessie 

yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata 

dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUHPerdata, 

tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.  

Berkenaan dengan dimintakannya pembatalan atau batal demi 

hukum suatu perjanjian kredit, kreditur lama selaku pemilik piutang dapat 

dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian cessie yang telah 

dibuat sebelumnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur lama selaku 

pemilik piutang yang dialihkan di dalam perjanjian cessie itu dikarenakan 

objek yang seharusnya diserahkan olehnya kepada kreditur baru 

berdasarkan perjanjian cessie adalah tidak sebagaimana mestinya. Hal ini 
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disebabkan karena di dalam perjanjian cessie pada umumnya kreditur 

yang melakukan pengalihan piutang menjamin bahwa piutang yang 

merupakan objek perjanjian cessie secara sah adalah miliknya sendiri, 

tidak ada pihak manapun yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak 

tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dan membebaskan serta 

melepaskan penerima pengalihan piutang tersebut dari semua tuntutan 

atau gugatan dari pihak manapun juga mengenai atau yang berhubungan 

dengan piutang yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, apabila 

setelah dibuatnya perjanjian cessie ternyata terdapat pihak yang meminta 

agar perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang 

dialihkan tersebut dibatalkan atau perjanjian kredit itu menjadi batal demi 

hukum, maka kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan itu dapat 

dinyatakan telah melanggar perjanjian cessie dan melakukan wanprestasi.  

Namun demikian, jika perjanjian cessie dilakukan sehubungan 

dengan adanya suatu jual beli piutang atas nama dan setelah dibuatnya 

perjanjian cessie tersebut debitur dinyatakan pailit atau kondisi finansial 

debitur mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga 

selaku kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur 

atas piutang yang dialihkan oleh kreditur lama kepadanya, maka kreditur 

lama yang melakukan pengalihan piutang yang dimaksud tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya atas hal itu, kecuali jika di dalam 

perjanjian cessie dikatakan sebaliknya. 57  Berkenaan dengan hal ini, 

                                                           
57

 Pasal 1535 KUHPerdata 
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sepanjang perjanjian cessie dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 

613 KUHPerdata dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, 

perjanjian cessie tetap sah, hanya saja kreditur baru selaku pihak yang 

menerima pengalihan tidak dapat menerima haknya atas piutang yang 

dimaksud sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian cessie.  

Dari uraian di atas tampak bahwa perjanjian cessie bukan 

merupakan accessoir dari perjanjian kredit. Agar dapat lebih mudah 

dipahami, hendaknya terlebih dahulu perlu dimengerti apa yang dimaksud 

dengan perjanjian accessoir atau bersifat accessoir. Suatu perjanjian 

disebut sebagai perjanjian accessoir atau bersifat accessoir yaitu apabila 

ia timbul karena adanya perjanjian pokok. Keberadaan perjanjian 

accessoir ditentukan oleh perjanjian pokoknya. Keabsahan perjanjian 

pokok tersebut mempengaruhi keabsahan perjanjian accessoirnya. 

Dengan demikian, terdapat keterkaitan dan ketergantungan yang sangat 

erat antara perjanjian accessoir dengan perjanjian pokoknya.  

Salah satu contoh perjanjian accessoir adalah perjanjian pengikatan 

jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan timbul karena adanya perjanjian 

kredit. Perjanjian ini baru ada apabila di dalam perjanjian kredit ditetapkan 

untuk dibuat suatu perjanjian pengikatan jaminan antara kreditur dengan 

debitur. Dengan demikian, eksekusi terhadap perjanjian pengikatan 

jaminan tidak dapat dilakukan apabila perjanjian kredit yang merupakan 

perjanjian pokoknya tidak sah atau cacat hukum.  
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Berbeda dengan perjanjian pengikatan jaminan, perjanjian cessie 

dapat bersifat accessoir dan dapat pula tidak bersifat accessoir. Apabila 

pengalihan piutang secara cessie dilakukan sehubungan dengan telah 

terjadinya peristiwa hukum yang mendahuluinya maka perjanjian cessie 

akan bersifat accessoir. Peristiwa hukum yang dimaksudkan itu salah 

satunya dapat berupa jual beli diantara kreditur dengan pihak ketiga. 

Dalam hal suatu peristiwa jual beli piutang atas nama terjadi mendahului 

perjanjian cessie dan perjanjian cessie itu dibuat sebagai suatu levering 

sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut maka perjanjian cessie ini 

bersifat accessoir dengan perjanjian jual beli piutang sebagai perjanjian 

pokoknya. Hal tersebut dikarenakan suatu transaksi jual beli belum 

mengakibatkan beralihnya hak milik. Oleh sebab itu, dalam hal objek 

transaksi jual beli adalah berupa piutang atas nama, maka pengalihan hak 

milik ini dilakukan dengan cara cessie. Akan tetapi, perjanjian cessie baru 

dapat bersifat accessoir dari perjanjian jual beli piutang bilamana 

perjanjian cessie dibuat terpisah dari perjanjian jual beli piutang atas nama 

dimana perjanjian jual beli piutang itu sebagai perjanjian pokoknya. 

Namun, jika hal mengenai kesepakatan jual beli piutang atas nama dan 

penyerahan piutang atas nama tersebut dicantumkan dan/atau diatur di 

dalam satu perjanjian yang sama yaitu di dalam perjanjian cessie maka 

cessie dalam hal ini merupakan peristiwa hukum dan perjanjian cessie 

tidak bersifat accessoir.58 

                                                           
58

 Berkenaan dengan penyerahan kebendaan sehubungan dengan terjadinya 
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Cessie adalah cara pengalihan suatu piutang atas nama. Pengalihan 

tersebut adalah cara untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda 

kepada pihak lain. Pengalihan juga merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh hak milik apabila dilihat dari sudut pandang pihak yang 

menerima pengalihan. Berkenaan dengan penyerahan/levering, 

pengalihan piutang atas nama bertujuan untuk menyerahkan dan/atau 

memindahkan hak milik atas suatu piutang atas nama kepada pihak 

ketiga. Apabila dilihat dari sudut pandang pihak yang menerima 

pengalihan, pengalihan piutang atas nama merupakan cara untuk 

memperoleh hak milik atas tagihan/piutang yang dialihkan.59 Sejak tanggal 

dimana perjanjian pengalihan piutang berlaku secara efektif, 

tagihan/piutang atas nama kreditur lama beralih menjadi milik pihak ketiga 

yang merupakan kreditur baru. Akibatnya, pihak ketiga sejak saat itu 

menjadi pemilik piutang yang dimaksud dan berhak atas setiap 

pembayaran yang seyogyanya wajib dibayarkan oleh debitur kepada 

kreditur lama.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, hak milik dapat 

diperoleh dengan cara adanya penyerahan berdasarkan atas suatu 

                                                                                                                                                               
perikatan jual beli, R. Setiawan, berpendapat sebagai berikut: “pada persetujuan jual beli, 
perikatan untuk menyerahkan barang merupakan perikatan pokoknya, sedangkan 
kewajiban untuk memelihara barangnya sebagai bapak rumah tangga yang baik sampai 
barang tersebut diserahkan merupakan perikatan accessoire” [R. Setiawan., Pokok-
Pokok Hukum Perikatan, cet. 5., (Bandung: Percetakan Binacipta, 1994), h. 43.] 

59
 Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa: “ Hak milik atas suatu 

kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena 
perlekatan; Karen daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun 
menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu 
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak 
berbuat bebas terhadap kebendaan itu.” 
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peristiwa perdata/rechtstitel untuk memindahkan hak milik. Dengan 

demikian maka agar hak milik dapat berpindah diperlukan tindakan 

penyerahan/levering. Akan tetapi penyerahan ini hanya sah jika dilakukan 

oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. 

Hal ini sejalan dengan system kausal yang dianut oleh KUHPerdata.60 

Oleh sebab itu maka untuk sahnya suatu penyerahan/levering, harus 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:61 

1.  Adanya (atau berdasarkan) suatu rechtstitel/peristiwa perdata;  

2.  Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan beschikking 

(mengambil tindakan pemilikan).  

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cessie dapat merupakan 

peristiwa hukum/rechtstitel itu sendiri dan dapat pula merupakan suatu 

accessoir dari peristiwa hukum yang mendahuluinya. Cessie merupakan 

peristiwa hukum jika kreditur melakukan pengalihan piutang atas namanya 

kepada pihak ketiga semata-mata didasari oleh kehendaknya sendiri atau 

karena cessie dilakukan tanpa adanya perjanjian pokok yang 

mendahuluinya. Dalam akta cessie, selain hal mengenai penyerahan dan 

pengalihan hak milik atas piutang atas nama, dapat juga dimuat 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan jual beli piutang 

atas nama yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, cessie merupakan 
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 Dalam ilmu hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal 

dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (levering) 
tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yang mendasarinya; sedangkan 
menurut teori abstrak, meskipun perjanjian obligatoir yang mendahului levering tidak sah, 
tetapi leveringnya tetaplah sah. (Suharnoko dan Endah Hartati., op.cit. h.108) 
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 . Satrio,Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang., 
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peristiwa hukum dan bukan merupakan accessoir karena tidak ada 

perjanjian pokok yang mendahuluinya.  

Namun demikian, apabila pengalihan piutang atas nama dilakukan 

sehubungan dengan peristiwa hukum jual beli piutang antara Bank selaku 

kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli dan perjanjian jual beli 

piutang atas nama tersebut dibuat lebih dahulu dan terpisah dari 

perjanjian pengalihan piutang secara cessie, maka cessie dalam hal ini 

merupakan penyerahan/levering sehubungan dengan pelaksanaan dari 

perjanjian jual beli piutang yang bersangkutan. Oleh karena peristiwa jual 

beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik maka timbul kewajiban 

bagi Bank (kreditur) selaku penjual untuk menyerahkan dan/atau 

mengalihan hak miliknya atas piutang atas nama Bank yang dijual oleh 

Bank kepada pihak ketiga selaku pembeli bilamana pembeli telah 

melaksanakan kewajibannya membayar harga sesuai dengan yang 

disepakati di antara mereka. Dengan demikian, perjanjian cessie 

merupakan accessoir dari perjanjian jual beli piutang atas nama tersebut.  

Pengalihan hak milik atas suatu benda hanya dapat dilakukan secara 

sah oleh orang yang mempunyai kewenangan beschikking. Kewenangan 

beschikking adalah kewenangan untuk mengambil tindakan kepemilikan.62 

Dalam hal dilakukannya pengalihan piutang, pihak yang berhak dan/atau 

berwenang untuk mengalihkan piutang adalah kreditur yang memiliki 

tagihan/piutang itu. Tagihan/piutang yang dimaksudkan di dalam 
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penulisan ini adalah tagihan/piutang yang berasal dari kegiatan pemberian 

kredit yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur kepada debiturnya. Oleh 

karena Bank adalah pihak yang meminjamkan uang maka Bank 

merupakan pemilik piutang atas debitur yang bersangkutan. Berkenaan 

dengan itu maka Bank selaku kreditur adalah pihak yang berhak untuk 

melakukan pengalihan atas piutangnya sebesar jumlah-jumlah uang yang 

terhutang dan wajib dibayarkan oleh debitur kepada Bank berdasarkan 

perjanjian kredit yang dibuat di antara Bank dengan debitur yang 

bersangkutan atau sebesar komitmen Bank berdasarkan perjanjian kredit 

sindikasi.  

Piutang atas nama merupakan benda tidak bertubuh. Oleh sebab itu 

maka penyerahan fisik tidak mungkin untuk dilakukan. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa 

akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu 

yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas 

nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Namun, 

keberadaan perjanjian cessie yang dibuat baik secara otentik atau 

dibawah tangan itu belum akan mengikat dan/atau memberikan akibat 

hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah 

dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini tidak diberitahukan 

kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui/disetujui olehnya. 

Meskipun demikian, ketidaktahuan dan/atau tidak diberitahukannya 

kepada debitur oleh kreditur baru mengenai telah dilakukannya 



58 
 

 
 

pengalihan piutang secara cessie tersebut tidak mempengaruhi 

keabsahan perjanjian cessie. Sepanjang perjanjian cessie memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditetapkan di dalam 

KUHPerdata, maka perjanjian cessie tetap berlaku dan sah. Akan tetapi, 

bilamana debitur tetap menganggap Bank sebagai krediturnya dan 

melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutangnya kepada Bank 

berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat diantara mereka, jika perbuatan 

ini dilakukan oleh karena ketidaktahuannya mengenai telah terjadi 

pengalihan atas piutang yang dimaksud dari Bank kepada pihak ketiga 

selaku kreditur baru, maka hal itu tidak dapat dipersalahkan kepada 

debitur.  

Meskipun di dalam KUHPerdata tidak ditemukan istilah cessie, 

namun menurut doktrin dan yusrisprudensi, dikatakan bahwa cessie 

adalah penyerahan piutang atau tagihan atas nama sebagaimana 

dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdata. 63  Berdasarkan ketentuan 

Pasal 613 KUHPerdata pengalihan piutang atas nama wajib dilakukan 

dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan yang dikenal dengan 

nama Perjanjian pengalihan piutang secara cessie atau perjanjian cessie. 

Dengan selesai dibuat dan ditandatanganinya (akta) perjanjian cessie, 

piutang yang dimaksud sudah diserahkan kepada kreditur 

baru/cessionaris, sehingga yang disebut terakhir ini sudah menjadi 
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pemiliknya. 64  Oleh karena perjanjian cessie termasuk di dalam ranah 

hukum perjanjian, maka di dalam membuat perjanjian cessie, para pihak 

harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdata. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 613 KUHPerdata tampak jelas bahwa dalam pengalihan 

piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh tidak harus dilakukan 

dengan membuat sebuah akta otentik melainkan dapat pula dilakukan 

dengan membuat suatu akta di bawah tangan. Pasal tersebut memberikan 

penegasan bahwa pengalihan piutang pada prinsipnya harus dilakukan 

secara tertulis walaupun tidak diwajibkan untuk dilakukan dalam bentuk 

suatu akta otentik. Hal ini bertujuan agar segala sesuatu yang berkenaan 

dengan pengalihan hak dan kewajiban sehubungan dengan pengalihan 

suatu piutang dapat diatur dengan lebih jelas dan tegas sehingga 

memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal 

pengalihan piutang tersebut. Selain itu, mengingat bahwa piutang 

merupakan suatu benda tidak bertubuh yang tidak memiliki wujud, maka 

penyerahan dan/atau pengalihannya tidak mungkin dilakukan secara 

nyata. Pengalihan piutang tersebut hanya sah apabila dilakukan dengan 

adanya suatu bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya penyerahan 

dan/atau pengalihan itu.  

Adanya suatu akta otentik dalam hal pengalihan piutang secara 

cessie tidak mutlak diperlukan. Keberadaan suatu akta otentik yang 
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berkenaan dengan adanya suatu pengalihan piutang semata-mata hanya 

didasarkan oleh karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta 

ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka 

bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya65 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang dimaksud dengan suatu akta otentik adalah: “suatu akta 

yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh 

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat dimana akta dibuatnya”  

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, suatu akta 

pengalihan piutang secara cessie adalah merupakan akta otentik apabila 

akta tersebut memenuhi kriteria:  

1.  Dibuat dihadapan notaris.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris66 (selanjutnya disebut “UUJN”), 

dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik. Lebih lanjut lagi, di dalam ayat (7) ditegaskan 

kembali bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau 

dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam UUJN. Dengan demikian, suatu akta pengalihan piutang secara 
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Cessie yang dibuat dihadapan notaris adalah merupakan suatu akta 

ontentik.  

2.  Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.  

Bentuk suatu akta notaris harus memenuhi aturan-aturan 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam Pasal 

38 UUJN, ditetapkan bahwa suatu akta notaris harus terdiri atas tiga 

bagian yaitu:  

i.  Awal akta atau kepala akta;  

ii.  Badan akta; dan  

iii. Akhir atau penutup akta  

Dari ketiga bagian akta tersebut, UUJN merinci lebih lanjut 

mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam masing-masing 

bagian akta. Dalam bagian awal akta atau kepala akta, UUJN 

menentukan bahwa bagian ini harus memuat hal-hal sebagai berikut:  

i.  Judul akta  

ii.  Nomor akta  

iii. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun  

iv. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris  

Selain menentukan mengenai bagian awal akta atau kepala akta, 

UUJN menentukan juga mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat 

di dalam bagian badan akta. Dalam bagian badan akta, harus memuat 

hal-hal sebagai berikut:  
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i.  Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 

dan/atau orang yang mereka wakili;  

ii.  Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;  

iii. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak 

yang berkepentingan;  

iv. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.  

Setelah bagian badan akta selesai dibuat, akta notaris akan 

diakhiri dengan bagian akhir akta atau penutup akta yang memuat:  

i.  Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);  

ii.  Uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta apabila ada;  

iii. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan  

iv. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 

berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.  

3.  Dibuat dan ditandatangani di wilayah kerja notaris dimana akta tersebut 

dibuat.  

Di dalam menjalankan dan/atau melaksanakan tugas dan 

jabatannya sebagai notaris, notaris dibatasi oleh wilayah jabatannya 
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sebagaimana yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang 

mengangkatnya. Didalam Pasal 18 UUJN, wilayah jabatan notaris 

adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya, 

sedangkan tempat kedudukan notaris adalah di daerah kabupaten atau 

kota di dalam wilayah jabatan tersebut. 67  Dengan demikian maka, 

seorang notaries hanya dapat membuat akta di dalam wilayah 

jabatannya saja dan dilarang melakukan jabatan notaries di luar 

wilayah jabatannya. Sehubungan dengan hal ini maka pembuatan akta 

pengalihan piutang secara cessie dengan suatu akta notaris haruslah 

dilakukan dan ditandatangani di dalam wilayah jabatan notaris tersebut 

agar akta notaris tersebut merupakan suatu akta otentik.  

Ada banyak hal yang harus diperhatikan agar suatu akta yang dibuat 

oleh Notaris tidak kehilangan sifat otentiknya. Oleh sebab itu, notaris dan 

para pihak yang berkepentingan hendaknya dapat memperhatikan 

ketentuanketentuan yang terdapat di dalam UUJN untuk menjaga dan 

memastikan bahwa akta notaris tersebut tetap memiliki sifat otentiknya. 

Sifat otentik yang dimiliki oleh suatu akta notaris sangat diperlukan dalam 

hal pembuktian di muka pengadilan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas sekali bahwa setiap 

pengalihan atas piutang atas nama haruslah dilakukan secara tertulis. 

Dalam perjanjian itu, dicantumkan secara jelas identitas pihak yang 
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melakukan pengalihan piutang atas nama dan pihak ketiga yang 

menerima pengalihan piutang yang bersangkutan. Selain itu, dalam 

perjanjian yang bersangkutan, dinyatakan pula dengan tegas mengenai 

jumlah piutang yang dialihkan dan dapat ditagih oleh pihak ketiga tersebut 

kepada debitur dan bahwa terhitung sejak tanggal yang ditetapkan di 

dalam perjanjian cessie yang dibuat diantara mereka, segala hak dan 

kewajiban Bank selaku kreditur akan beralih kepada pihak ketiga sebagai 

kreditur baru. Akan tetapi yang terpenting di dalam perjanjian cessie 

adalah adanya ketentuan yang menetapkan bahwa pengalihan piutang 

yang dilakukan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian 

kredit/pinjam meminjam uang yang telah dibuat di antara kreditur dan 

debitur yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu.  

 
C. Keterkaitan Cessie Dengan Perjanjian Kredit  

Piutang merupakan suatu perikatan atau hubungan hukum yang lahir 

karena adanya suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam 

uang yang dibuat antara kreditur dan debitur. Hubungan hukum pinjam 

meminjam uang ini secara umum tunduk kepada ketentuan mengenai 

pinjam meminjam sebagaimana diatur di KUHPerdata. Di dalam 

KUHPerdata, kesepakatan mengenai pinjam meminjam uang itu harus 

dinyatakan di dalam suatu pernyataan tegas. 68  Pernyataan tersebut 

diantaranya memuat janji debitur untuk mengembalikan pinjamannya 

sesuai dengan jumlah-jumlah uang yang terhutang olehnya kepada 
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kreditur pada waktu yang telah ditentukan.69 Adapun jumlah-jumlah uang 

yang terhutang yang wajib dibayar kembali oleh debitur dapat pula 

meliputi bunga yang telah diperjanjikan dan wajib dibayarkan oleh debitur 

kepada kreditur. Perjanjian mengenai adanya bunga atas suatu pinjam 

meminjam uang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan 

Pasal 1765 KUHPerdata.  

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata, terdapat 

sepuluh perbuatan hukum yang mengakibatkan hapus dan berakhirnya 

suatu perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata 

tersebut, perikatan pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian kredit 

Bank hapus dan berakhirnya adalah karena pembayaran. Pembayaran 

yang dimaksud diartikan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu 

pemenuhan perikatan atau pemenuhan prestasi berdasarkan suatu 

perjanjian. Dengan demikian, pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk 

apapun sesuai dengan prestasi yang dituntut pemenuhannya berdasarkan 

perikatan yang dibuat.  

Dalam suatu perjanjian kredit Bank, pemenuhan prestasi yang wajib 

dilakukan oleh debitur adalah dengan melakukan pembayaran atas 

hutanghutangnya kepada Bank. Dengan dilakukannya pembayaran sesuai 

dengan jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada Bank 

maka pada saat itu perikatan menjadi hapus dan berakhir. Akan tetapi, 

pembayaran itu haruslah dilakukan kepada pihak yang berhak menerima 
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pembayaran tersebut. Oleh sebab itu, agar kepentingan kreditur yang 

baru terlindungi, setiap pengalihan piutang fasilitas kredit hendaknya 

diberitahukan kepada debitur supaya debitur mengetahui kepada siapa 

debitur tersebut harus membayar hutangnya. Hal ini dikarenakan Undang-

Undang 70  menetapkan bahwa pengalihan piutang atas nama baru 

memberikan akibat kepada debitur jika debitur telah diberitahukan atau 

telah menyetujui pengalihan tersebut secara tertulis. Namun, 

pemberitahuan itu harus didukung dengan bukti yang sah mengenai telah 

terjadinya pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengalihan piutang 

dengan cara cessie tidak akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian 

kredit yang telah dibuat diantara debitur dengan kreditur lama. Oleh sebab 

itu, perjanjian pengalihan piutang secara cessie tidak dapat dilepaskan 

dari perjanjian kredit. Dengan mengalihkan piutang secara cessie, kreditur 

mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan suatu 

perjanjian kredit kepada pihak ketiga yang menggantikan kedudukannya 

sebagai kreditur yang baru tanpa adanya pengakhiran pada perjanjian 

kredit yang dimaksud. Dengan demikian maka segala ketentuan yang 

terdapat di dalam perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat bagi 

kreditur yang baru serta bagi debitur. Hal itu berlaku pula dalam hal 

piutang yang dialihkan adalah merupakan partisipasi kredit dari kreditur 

sindikasi tertentu. Akan tetapi bilamana hal yang demikian ini terjadi, 
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harus diingat bahwa yang dialihkan hanyalah hak dan kewajiban kreditur 

anggota sindikasi kredit yang melakukan pengalihan atas piutangnya. 

Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur tersebut hanya sebatas 

jumlah partisipasi kredit dari kreditur sindikasi yang bersangkutan.  

Di dalam perjanjian kredit dapat disepakati bahwa Bank selaku 

kreditur dari waktu ke waktu dapat mengalihkan piutangnya yang timbul 

berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat diantara Bank dengan 

debiturnya kepada pihak ketiga. Akan tetapi, ketidakadaan kesepakatan 

itu di dalam perjanjian kredit tidak menghalangi kreditur untuk dapat 

melakukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga. Kreditur memiliki 

hak untuk mengalihkan hak miliknya atas piutang atas namanya tersebut 

kepada pihak ketiga.  

Apabila piutang yang dialihkan oleh kreditur adalah piutang yang 

merupakan bagian dari suatu sindikasi kredit maka pengalihan piutang 

tersebut harus memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam 

perjanjian kredit sindikasi. Oleh karena pemberian kredit secara sindikasi 

melibatkan lebih dari satu kreditur, maka di dalam perjanjian kredit dapat 

disepakati mengenai hal pengalihan piutang yang dilakukan oleh salah 

satu kreditur sindikasi kredit. Akan tetapi kesepakatan di antara para 

kreditur sindikasi kredit tersebut dapat pula dilakukan di dalam suatu 

akta/perjanjian yang terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit sindikasi.  
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Dalam suatu kegiatan penyaluran kredit secara sindikasi, terdapat 

banyak pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan karena jumlah fasilitas 

kredit yang diberikan kepada Debitur sangat besar jumlahnya sehingga 

diperlukan sindikasi dari beberapa kreditur untuk memenuhi jumlah kredit 

yang diminta oleh Debitur tersebut. Mengingat bahwa kemampuan dan 

kondisi internal tiap-tiap Bank tidak sama, maka partisipasi kredit yang 

diberikan oleh tiaptiap Bank Kreditur anggota sindikasi kredit juga 

berbeda-beda jumlahnya. Oleh sebab itu maka jika anggota sindikasi 

kredit bermaksud untuk mengalihkan piutang kreditnya maka yang 

dialihkan hanyalah hak dan kewajibannya sebesar partisipasi kredit dari 

anggota sindikasi kredit tersebut.  

Perjanjian pengalihan piutang secara cessie mengakibatkan 

beralihnya hak dan kewajiban kreditur yang lama berdasarkan suatu 

perjanjian kredit dengan Debitur kepada kreditur yang baru. Dalam hal 

perjanjian kredit tersebut adalah merupakan perjanjian kredit yang dibuat 

diantara satu kreditur dengan satu debitur maka adanya pengalihan hak 

dan kewajiban kreditur sehubungan dengan pengalihan piutang fasilitas 

kredit dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih mudah 

dibandingkan bilamana piutang fasilitas kredit yang dialihkan itu adalah 

piutang fasilitas kredit yang lahir berdasarkan perjanjian kredit sindikasi. 

Apabila perjanjian kredit dibuat hanya diantara satu Kreditur dengan 

Debiturnya maka pengalihan hak dan kewajiban kreditur lama kepada 

kreditur baru sehubungan dengan dilakukannya pengalihan piutang 
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secara cessie adalah meliputi setiap dan seluruh hak dan kewajiban 

kreditur lama yang timbul dari perjanjian kredit tersebut tanpa ada satupun 

yang dikecualikan.  

Akan tetapi, jika perjanjian kredit yang dibuat melibatkan lebih dari 

satu kreditur dengan satu debitur dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, 

maka mekanisme pengalihan hak dan kewajiban kreditur sehubungan 

dengan pengalihan piutang secara cessie harus dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat di antara para kreditur sindikasi. 

Kesepakatan tersebut dapat dituangkan di dalam perjanjian kredit 

sindikasi dan dapat juga ditetapkan di dalam akta kesepakatan/perjanjian 

yang terpisah. Hal ini disebabkan karena pengalihan hak dan kewajiban 

yang terjadi sehubungan dengan dilakukannya pengalihan piutang secara 

cessie adalah hanya sebatas jumlah partisipasi kreditur yang 

bersangkutan di dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut. Dengan 

demikian maka pengalihan hak dan kewajiban yang terjadi sehubungan 

dengan dilakukannya pengalihan piutang oleh anggota sindikasi kredit 

tidak mengakibatkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban dari seluruh 

anggota sindikasi kredit.  

Dalam suatu sindikasi kredit, meskipun piutang atas nama yang 

dialihkan adalah bagian partisipasi dan/atau hak dari kreditur sindikasi 

tertentu, namun pengalihan piutang tersebut tidak dapat dilakukan dengan 

begitu saja. Hal ini disebabkan karena di dalam suatu kegiatan penyaluran 

kredit secara sindikasi terdapat banyak kreditur yang terlibat. Oleh sebab 
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itu maka diantara para kreditur sindikasi dapat disepakati dan diatur 

mengenai mekanisme pengalihan piutang yang dilakukan oleh salah satu 

anggota sindikasi kredit serta keterlibatan agen bank di dalam 

menyampaikan pemberitahuan kepada debitur dan kepada kreditur 

sindikasi lainnya.  

Melihat begitu banyaknya pihak yang berkepentingan di dalam 

kegiatan pemberian kredit secara sindikasi karena terdapat lebih dari satu 

kreditur sindikasi, maka dapat disepakati oleh para kreditur sindikasi untuk 

menunjuk agen bank71. Agen bank, atau yang biasa disebut dengan agen 

fasilitas/facility agent, tersebut bertugas untuk mengkordinasikan setiap 

negosiasi, setiap pembayaran dan penagihan, serta administrasi kredit. Di 

samping agen bank yang bertugas untuk mengurus kepentingan para 

kreditur sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit secara sindikasi, 
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 Tugas dari agen bank antara lain adalah: (1) Memastikan bahwa condition 
precedent atau “syarat-syarat tangguh” dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh 
nasabah sebelum penggunaan kredit. Yang dimaksud dengan syaratsyarat tangguh 
adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak 
menarik kredit; (2) Menagih dana untuk kredit sindikasi dari bank-bank peserta dan 
membayarkan dana itu kepada nasabah; (3) Menghitung dan memungut bunga dan fee 
dari nasabah dan selanjutnya membagikannya kepada bank-bank peserta sindikasi 
sesuai dengan bagiannya masing-masing; (4) Mengawasi penggunaan kredit dan 
pembangunan proyek; (5) Melaporkan kepada masing-masing peserta sindikasi atas 
penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang dibiayai; (6) Melaporkan dan 
memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi 
apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan 
organisasi perusahaan dan usahanya yang di dalam perjanjian kredit hal itu merupakan 
negative covenant. Yang dimaksud dengan negative covenant adalah klausula di dalam 
perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang disebutkan di dalam 
klausula tersebut tidak boleh dilakukan oleh nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan dari bank-bank peserta sindikasi kredit; (7) Melaporkan kepada masing-
masing peserta sindikasi mengenai penyimpangan atas penggunaan kredit. (Sutan Remy 
Sjahdeini, Kredit Sindikasi, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafitti, cet kedua, 1997, h. 71) 
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apabila para kreditur mengganggap perlu, dapat pula disepakati untuk 

menunjuk agen-agen yang lain seperti agen jaminan/security agent.72 

Meskipun disebut sebagai “agen”, namun dalam melaksanakan 

tugasnya, agen-agen tersebut melakukannya tugasnya berdasarkan 

kuasa yang diberikan oleh para kreditur sindikasi kepada mereka masing-

masing. Pemberian kuasa ini dilakukan sesuai dengan ketententuan 

pemberian kuasa sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdata. 

Meskipun perjanjian cessie bukan merupakan accessoir dari perjanjian 

kredit, namun perjanjian cessie tidak dapat dipisahkan dari perjanjian 

kredit. Dengan demikian maka dalam hal pengalihan piutang secara 

cessie dilakukan seorang kreditur, baik itu kreditur berdasarkan suatu 

perjanjian kredit bilateral maupun kreditur anggota sindikasi kredit 

berdasarkan suatu perjanjian kredit sindikasi, maka pengalihan piutang 

tersebut harus memperhatikan kesepakatan dan/atau perjanjian-perjanjian 

lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena pengalihan piutang atas nama secara cessie tidak 

mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang dimaksud.  

 
D. Cessie dan Assignment  

Kegiatan pengalihan piutang merupakan suatu hal yang dapat terjadi 

di lingkungan perbankan. Piutang yang dialihkan tersebut adalah piutang 

yang timbul dari kegiatan penyaluran fasilitas kredit yang dilakukan oleh 
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 Agen jaminan/security agent bertugas untuk mengadministrasikan dokumen-

dokumen jaminan dan melaksanakan pengikatan jaminan untuk kepentingan para kreitur 
sehubungan dengan perjanjian kredit sindikasi. 
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Bank kepada debiturnya. Pengalihan piutang di dunia perbankan ini pada 

umumnya terjadi sebagai tindak lanjut dari adanya peristiwa jual beli atas 

piutang yang bersangkutan. Hal itu terjadi jika Bank selaku kreditur 

menjual piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga dimana pihak 

ketiga tersebut selanjutnya akan menjadi kreditur baru. Dalam hal yang 

demikian ini, perjanjian kredit tetap berlaku, hanya saja subjek/person 

krediturnya berganti kepada kreditur baru.  

Kegiatan penjualan kredit yang dikenal secara umum adalah loan 

sales dan sales of loan facility 73 . Loan Sales adalah penjualan atas 

pinjaman bank yang telah timbul karena telah digunakannya seluruh dana 

dari kredit itu oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit yang 

berlaku.74 Dalam hal ini, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada 

Debitur umumnya adalah fasilitas Kredit dalam bentuk fasilitas pinjaman 

dengan cara pembayaran secara mengangsur. Dengan demikian, maka 

yang dijual oleh Bank selaku kreditur adalah hak-hak Bank untuk 

menerima pembayaran atas angsuran pokok berikut dengan bunga 

pinjaman dan/atau mengambil pelunasan atas fasilitas kredit dan/atau 

setiap jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan 

perjanjian kredit, temasuk tapi tidak terbatas pada bunga, denda dan/atau 

biaya-biaya lain yang wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Bank.  

Selain daripada loan sales, kegiatan penjualan kredit yang juga 

dikenal secara umum adalah Sales of Loan Faccility. Sales of loan facility 
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adalah penjualan kredit yang dapat terjadi pada fasilitas kredit yang 

berbentuk revolving (revolving loan). 75  Dalam penjualan kredit secara 

Sales of Loan Facility, penjualan kredit tidak hanya terbatas pada 

penjualan terhadap hak-hak suatu Bank untuk memperoleh pembayaran 

bunga dan pokok dari dana kredit yang telah digunakan oleh debitur, 

melainkan juga terhadap dana dari revolving loan itu yang belum 

digunakan oleh debitur. Hal ini dikarenakan dalam suatu revolving loan, 

debitur dapat mempergunakan dana kredit tidak secara keseluruhan dari 

total fasilitas kredit yang diterimanya dari Bank. Apabila debitur telah 

melunasi dana kredit yang telah digunakannya maka debitur dapat 

mempergunakan kembali dana tersebut sampai jumlah setinggi-tingginya 

sebagaimana yang diberikan oleh Bank berdasarkan perjanjian kredit. Hal 

itu dapat dilakukan oleh debitur secara berulang kali di dalam jangka 

waktu berlakunya perjanjian kredit. Dengan terjadinya kegiatan penjualan 

kredit, timbul kewajiban bagi kreditur selaku penjual untuk melakukan 

penyerahan dan/atau pengalihan hak miliknya atas piutang yang timbul 

sehubungan dengan kegiatan penyaluran fasilitas kredit kepada pihak 

pembeli. Pengalihan piutang tersebut tidak hanya dikenal di Indonesia, 

melainkan juga di kenal di Negara-negara lain di dunia. Akan tetapi 

penerapannya tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara 

yang lain. Hal ini tergantung pada hukum yang berlaku di Negara yang 

bersangkutan.  
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Dalam sistem hukum common law, pengalihan piutang tidak berarti 

pengalihan kewajiban dari kreditur lama kepada kreditur baru. 

Pembatasan dalam hal pengalihan ini adalah berdasarrkan the doctrine of 

privity of contract yang berkembang pada pertengahan abad ke-19. 

Sehubungan dengan doktrin tersebut dikatakan bahwa:76 “only parties to a 

contract may sue for breaches of that contract, nothwisthstanding that 

some third party may be damnified by the breach and intentionally so 

damnified”  

Berdasarkan doktrin tersebut di atas jelas sekali bahwa hanya para 

pihak yang membuat dan/atau mengikatkan diri di dalam perjanjian saja 

yang dapat dituntut untuk melakukan kewajibannya. Dengan demikian, 

dalam hal pihak ketiga tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang 

ditetapkan di dalam perjanjian, pihak ketiga tersebut tidak dapat dituntut 

dengan tuntutan berupa apapun juga karena pihak ketiga yang 

bersangkutan bukan merupakan pihak yang terdapat di dalam perjanjian 

itu. Hal ini jelas menunjukan bahwa suatu kewajiban tidaklah dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga manapun kecuali apabila pihak ketiga yang 

bersangkutan dengan tegas menyatakan menerima kewajiban yang 

dimaksud sebagai kewajibannya.  

Di kalangan lembaga perbankan internasional, pengalihan piutang 

biasa dikenal dengan sebutan “assignment”. Assignment terjadi dalam hal 

Bank menjual piutang dalam bentuk fasilitas kredit yang telah 
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diberikannya kepada debiturnya kepada Bank pembeli dengan cara 

melakukan pengalihan (assigning) hak-haknya terhadap debitur /penerima 

kredit kepada Bank pembeli.77 Dengan demikian maka pengalihan yang 

dimaksudkan di dalam suatu assignment adalah pengalihan hak yang 

dimiliki oleh kreditur lama kepada kreditur baru dan bukan pengalihan 

kewajibannya.  

Menurut hukum Inggris, setelah terjadinya assignment, Bank pembeli 

berhak untuk mendapatkan pembayaran bunga dan angsuran pokok dari 

penerima kredit oleh karena hak-hak kontraktual dari Bank penjual atas 

pembayaran bunga dan angsuran pokok itu telah ditransfer kepadanya 

dengan terjadinya assignment tersebut. Assignment itu dapat berlangsung 

dengan berdasarkan ketentuan section 136 (1) dari Law of Property Act 

1925 atau berdasarkan hukum equity.78  Assignment yang berlangsung 

berdasarkan Law of Property Act 1925 disebut legal assignment, 

sedangkan yang berlangsung berdasarkan hukum equity disebut equitable 

assignment. Untuk memahami secara jelas bagaimana legal assignment 

itu terjadi dan berlaku, berikut ini dikutip section 136 (1) dari Law of 

Property Act 1925 sebagai berikut:79 “any absolute assignment by writing 

under the hand of the assignor (not purporting to be by way of charge 

only) of any debtor or other legal thing in action, of which express notice in 

writing has been given to the debtor, trustee or other person from whom 

the assignor would have been entitled to claim such debt or thing in action, 
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is effectual in law (subject to equities having priority over the right of 

assignee) to pass and transfer from the date of such notice: (a) The legal 

right to such debt or thing in action; (b) All legal and other remedies for the 

same; and (c) The power to give a good discharge for the same without 

the concurrence of the assignor”  

Berdasarkan ketentuan section 136 (1) Law of Property Act 1925 di 

atas, assignment harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1.  Assignment harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan 

assignment tersebut (assignor). Kewajiban untuk melakukan secara 

tertulis ini hendaknya tidak selalu diartikan secara harafiah bahwa 

assignor harus menulisnya dengan tulisan tangannya sendiri. Meskipun 

di dalam klausula di atas dinyatakan demikian, namun kehendak 

dan/atau perbuatan assignment tersebut dapat dibuat dalam bentuk 

suatu akta/surat tertulis yang ditandatangani oleh assignor yang 

bersangkutan.  

2.  Assignment harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur.  

3.  Assignment yang dimaksudkan di dalam klausula di atas adalah 

absolute assignment, artinya bahwa pengalihan yang dilakukan adalah 

pengalihan mutlak. Pengalihan mutlak ini mengandung pemahaman 

bahwa yang dialihkan adalah seluruh hak yang berkenaan dengan 

piutang kreditur atau seluruh hak assignor. Dengan demikian, meskipun 

secara tegas tidak dilarang, akan tetapi berdasarkan klausula di atas, 
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pengalihan sebagian dari piutang atau sebagian dari hak assignor 

(kreditur) tidaklah dapat dilakukan.  

Dari apa yang ditetapkan di dalam section 136 (1) Law of Property 

Act 1925, pengalihan sebagian dari piutang kreditur tidaklah dapat 

dilakukan. Oleh sebab itu, klausula ini dianggap tidak sepenuhnya dapat 

mengakomodir kepentingan dan/atau keinginan kreditur bilamana kreditur 

hanya ingin mengalihkan sebagian dari keseluruhan piutangnya. Dalam 

hal yang demikian itu, assignment dapat dilakukan menurut cara yang 

berlaku bagi pelaksanaan equitable assignment, dimana equitable 

assignment dapat dilakukan dalam hal hanya sebagian saja dari piutang 

itu yang ingin ditransfer.80 

Hal mengenai assignment kemudian diatur kembali di dalam the 

London Loan Market Association Multicurrency Term and Revolving 

Facilities Agreement (LMA Agreement). Dalam LMA Agreement dibuat lah 

suatu standar mengenai prosedur pengalihan yang berlaku pada sindikasi 

kredit. LMA Agreement ini dirumuskan berdasarkan Contract ACT 1999 

yang berlaku di Inggris dan prinsip-prinsip kontraktual. LMA Agreement 

tersebut berlaku dan/atau diterapkan juga di Australia dan di Negara-

negara common law lainnya seperti Hongkong dan Singapura. 49 Dalam 

LMA Agreement dikatakan bahwa:50 “Under a syndicated loan, existing 

financiers to a borrower can transfer their interest to other financiers”.  
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